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PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOMOR l TAHUN 2026

TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
POLTTEKNTK NEGERT BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

Menimbang batrwa Politeknik Negeri Bandung perlu mengatur
kegiatan Ongarrisasi KernahasiswaaffL r*nttlk
mendukung tujuan pendidikan vokasi yang
inovatif dan adaptif;

bahwa untuk mewujudkan keteraturan birokrasi,
suasana y?rng kondusif, dan tertib adrninisfrasi
dalam pelaksanaan kegratan Organisasi
Kemahasiswaar., dipandang perlu menetapk€rn
Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Politeknik
Negeri Bandung. melalui Peraturan Direktur;

bahwa untuk ketertiban dan kenyamanan
Organisasi Kemahasiswaan perlu diatur di dalam
peraturan Organisasi Kemahasiswaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan
c, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik
Negeri Bandung tentang Organisasi
Kemahasisuraan.

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor L2

Tahun 2AL2 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2OI4 tentang P"enyelenggaraa.n
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguman
Titggt;

Peraturan Menteri Riset, Teknologt, dan
Pendidikein Tinggi Republllt Indonesia Nornor 30^

tatrun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri
Bandung;

4 Peraturan Menteri ..,

a.

b.

c.

1.

2.

3.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2l tentang
Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2a2I
tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerascrn
Seksual di Lingkungan Perguru€ul Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudaya€Lrr.,
Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2o2L
tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan
Karya Ilmiah.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan
Teknologi Republik Indinesia Nomor 39 Tahun
2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2A22 tentang Organisasi dan Tata Keda
Politeknik Negeri Bandung;

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor
65 LZ2/MPK .Af KP.06 .A2 /2022 tentang
Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri
Bandung Periode Tahun 2022-2026;

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayasr, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022
tentang Pedoman Pelaksana€Ln Peraturan Menteri;

Peraturan Direktur No. 9 Tahun 2O2g tentang
Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;

Peraturan Direktur No. 3 tatrun 2024 tentang
Pedoman Perilaku Mahasiswa Politeknik Negeri
Bandung.

Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung
Nomor 11 Tahun 2a25 tentang peraturan
Akademik di Politeknik Negeri Bandung;

11.

10.

12.

13.

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DIREKTUR
TENTANG ORGANISASI
NEGERI. BENDU.I*G"

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
KEI\4AHASISWAAN POLITEKNIK

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pbraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Bandung, yang selanjutnya disebut Polban, adalah
Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Bandung;
3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan adalah Wakil Direlrtur yang

mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin
penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni;

4. Koordinator Layanan Internal (KLI) adalah pejabat atau unsur yang
ditetapkan oleh Direktur dan berada di bawah koordinasi Wakil
Direktur Bidang Kemahasi'swaan yang memiliiki' kewenangan
koordinatif dan administratif dalam pembinaan, verifikasi, fasilitasi,
monitoring, dan evaluasi kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;

5. Mahasiswa adalah peserta didik peserta didik padajenjang pendidikan
tinggi yang terdaftar dan belajar;

6. Kemahasiswaan adal'ah seluruh aktivitas pembinaan, pengembangan,
pelayanan, dan fasilitasi mahasiswa di luar kegiatan akademik yang
bertujuan menunjang pencapaian tu.iuan pendidikan Politeknik Negeri
Bandung;

7. orgartisasi Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Ormawa, adalah
orgzrnisasi inffa karripus y?rrig diberituk oleh rnalrasiswa, dirrkui dan
diatur secara resmi oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung di bawah
koordinasi Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sebagai wahana
pengembang€rn karakter, kepemimpinan, minat, bakat, penalaran,
serta tanggung jawab sosial mahasiswa;

8. Majetis krwakil'arr M'ahasiswa, yarrg sel'arrjutrrya disebut MPM', adat'atr"
Organisasi Kemahasiswaan tingkat institusi yang berfungsi sebagai
lembaga perwakilan mahasiswa dalam penyaluran aspirasi serta
pengawasan penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan;

9. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disebut BEM, adalah
Orgarrisasi I(errtatrasiswaat tirtgkat hstitusi yang berperan sebagai.
pelaksana kegiatan kemahasiswaan dan koordinator ormawa di
lingkungan Politeknik Negeri Bandung;

1o. Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang selanjutnya disebut HMJ,
adalah Organisasi Kemahasiswaan di tingkat jurusan yang berfungsi
sebagai wad'atr pengenf,'bartgar.! keitrrnuan, penalarani da*l kara&ter
mahasiswa sesuai bidang keahlian jurusan;

I 1. unit Kegiatan Mahasiswa, yang selanjutnya disebut uKM, adalah
organisasi Kemahasiswaan yang mewadahi pengembangan minat,
lakat, kegemaran, dan potensi mahasiswa paaa biaang Ieftentu di
tingkat instittrsi;.

12. Pembina organisasi Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut
Pembina, adalah dosen atau tenaga kependidikan pbUtei<nit Negeri
landung yang ditetapkan oleh wakil Direktiur Bidang
Kemahasiswaan untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan
penga$/asaJa terhadap Organisasi Kemahasiswaan;

13. Kegiatan Kemahasiswaan adalah seluruh beniuk aktivitas yang
diselenggarakan oleh mahasiswa, baik secara individu maupun
melalui organisasi Kemahasiswaan, dalam rangka pengemb*-sa'
karakter, kepemimpinan, kompetensi, dan pengabdian tepida
masyarakat;

14 Kerangka ..,



14. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disebut KAK' adalah
dokumen perencanaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang
memuat latar belakang, tqiuan, ruang lingkup, sasaran, tahapan
pelaksanaan, jadwal, kebutuhan sumber daya, anggaran, serta
indikator capaian kegiatan;

15. Program Kerja adalah rencana kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
yang disusun secara terstruktur untuk satu periode kepengurusan
dan menjadi dasar pen)rusunan Kerangka Acuan Kerja;

16. Pembinaan adalah proses pendampingan, pengarahan, pengawasan,
dan evaluasi yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Bandung terhadap
Organisasi Kemahasiswaan

17. Pengawasan dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian
terhadap kinerja, kepatuhan, serta keberlanjutan Organisasi
Kemahasiswaan;

I8. Sanksi adalah tindalian administratif, kedisiplinan, dan/atau
akademik yang dikenakan kepada Organisasi Kemahasiswaan atas
pelanggaran terhadap Peraturan Direktur ini dan ketentuan lain yang
berlakr di Politeknik Negeri Bandung;

19. Pembubaran Organisasi Kemahasiswaan adalatr penghentian status
dan kegiatari Orgeinisasi Kernahasiswaern yafrg ditetapkan dteh
Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan sesuai
ketentuan Peraturan Direktur ini;

20. IGrakter Utama Mahasiswa Polban adalah seperangkat nilai, sikap,
dan perilaku yang menjadi jati diri Mahasiswa Politeknik Negeri
Barrdtmg dalam kehiduparr" akademik, organisast, dryt sosial
kemasyarakatan, yang berlandaskan pada nilai-nilai institusi dan
diwujudkan melalui 4K, yaitu: Kejujuran, Kedisiplinan, Kepedulian'
dan Berpikir Iftitis.

PASAL 2

Ruang Lingkup Organisasi Kemahasiswaan

(1) Peraturan Direktur ini mengatur penyelenggara€m Organisasi
Kemahasiswaan sebagai organisasi intra kampus di Politeknik Negeri

Bandung.
(2) Ruang tingtcup pengaturan sebogaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. status, kedudukan, asas, dan prinsip penyelenggara+an Organisasi
Kemahasiswaan di lingkungan Politelcrik Negeri Bandung;

b. j'eni's, bentuk, dan struktur Organi'sasi Kemahasiswaan pada tingkat
institusi dan jurusan;

c. fungsi, peran, dan tujuan Organisasi Kemahasiswaan dalam
penlembangan karakter, kepemimpinan, pendaran, minat, bakat,
kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial mahasiswa;

d. keanggotaan, kepengurusan" serta hak dan kewajiban Organisasi
Kemahasiswaan dan anggotanYa;

e. pembentukan, pendaftaralf., pengalman,
Organisasi Kemahasiswa€u'L ;

f. pembinaan Organisasi Kemahasiswaan serta

dan pendaftaran ulang

peran dan tanggung jawab
- -a'-pemDlna;

g. perencanaan, pelaksanaan, dan
Organisasi Kemahasiswaan;

evaluasi program kerja serta kegiatan

h. pendanaan, P€rgelolaan keuanga.n, dan pertanggungjawab€rn kegiatan
Organisasi Kemahasiswaan ;

i. p,errgawasarr dan evaftrasi kinerja Orgarrisasi Kematrasiswaarr;
j. iarangan, mekanisme penetapan sanksi, dan pembubaran

Kemahasiswaan;
Organisasi



k. administrasi, koordinasi, pengakuan, dan penghargaan Organisasi
Kemahasiswaan;

1. dukungan institusi serta aspek keamanan dan kesehatan dalam
penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur ini
diatur dalam peraturan dan/atau pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Direktur terkait Organisasi Kemahasiswaan.

BAB II
TUJUAN, STATUS, DAN PRINSIP PEI{YELENGGARAAN

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3
T\rjuan Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan

(1) Penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan bertujuan menyediakan wadah
bagt mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri sehingga menjadi
lulusan yang kompeten, bermoral, dan berakhlak mulia dengan karakter
utama Mahasiswa Polban, yaitu 4K: Kejujllran, Kedisiplinan, Kepedulian dan
berpikir Kritis.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi
Kemahasiswaan bertujuan untuk:

a. menguatkan pembentukan karakter mahasiswa yang menjunjung tinggi
kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, dan kemampuan berpikir kritis;

b. mendukung pengembangan sikap mandiri bertanggung jawab, dan
berintegritas dalam kehidupan akademik dan organisasi.

c. mengembangkan soft skills serta tanggung jawab sosial mahasiswa
melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

d. menumbuhkan jiwa dan potensi kewirausahaan mahasiswa;
e. mendukung pencapaian visi Pbliteknik Negeri Bandung sebagai institusi

pendidikan vokasi yang unggul, inovatif, dan adaptif;
f. mengembangkan penalaran, kreativitas, inovasi, dan kepemimpinan

mahasiswa.
Pasal 4

Prinsip Dasar- Organisasi Kernahasiswaafl

(1) Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Negeri Bandung berlandaskan pada
nilai-nilai dasar penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, prinsip
Politeknik Negeri Bandung, serta tduan Politeknik Negeri Bandung
sebagaimana tercantum dalam Statuta Politeknik Negeri Bandung;

(2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh,
dan untuk mahasiswa dengan tetap berada dalam pembinaan Politeknik
Negeri Bandung.

(3) Organisasi Kemahasiswaan bersifat independen dan tidak menginduk atau
berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi di
iuar Politeknik Negeri Bandung, dan/atau partai politik.

(4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan internal
Organisasi Kemahasiswaan wajib dimiliki, dilaksanakan dan dievaluasi
sesuai dengan peraturan Politeknik Negeri Bandung dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Status Organisasi Kemahasiswaan

(1) Penggunaan n€una, atribut, fasilitas, serta penyelenggaraan kegiatan
O?ganisasi Kemahasisw-aan diatur oleh Direkffrr di bawah koordinasi Wakil
Direktur bidang Kemahasiswaan sesuai dengan Statuta Politeknik Negeri
Bandung. t

(2) Organisasi



(2) Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan sah apabila terdaftar dan diakui
secara resmi oleh Direktur Politelsdk Negeri Bandung.

Pasal 6
Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan berfungsi sebagai wahana:
a. pengembangan potensi dan penalaran mahasiswa;
b. pembinaan karakter, kepemimpinan berdasarkan keilmuwan;
c. penguatan prestasi mahasiswa sesuai dengan peminatan Organisasi
Kemahasiswaan;
d. pengabdian kepada masyarakat sebagai bagran dari pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB III
PENYELENGGAIIAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Jenis Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 7
Organisasi Kemahasiswaan di Politeknik Negeri Bandung terdiri atas:
a. Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM);
b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM|;
c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ);
e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Bagian Kedua
Kedudukan dan Hubungan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 8
(1) MPM dan BEM berkedudukan sebagai Organisasi Kemahasiswaan tingkat

institusi;
(2) HMJ berkedudukan sebagai Organisasi Kemahasiswaan di tingkat jurusan;
(3) UKM berkedudukan sebagai Organisasi Kemahasiswaan tingkat institusi

yang bersifat lintas jurusan;
( ) Hubungan antar Organisasf Kemahasiswaan dilaksanakan secara

koordinatif, kolaboratrf, dan saling menghormati sesuai dengan fungsi dan
kewenangan masing-masing.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Kepengurusan

Pasal 9
(1) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan merupakan mahasiswa aktif

Politeknik Negeri Bandung.
(2) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan wajib mampu menyeimbangkan

tanggung jawab akademik dan tanggung jawab organisasi.
(3) Masa jabatan pengurus Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan selama 1

(satu) tahun sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun
berjalan.

(4) Ketentuan mengenai struktur kepengurusan, dan mekanisme pemilihan
pengurus dibtur dalam l\nggaran Dasar dan l\nggaran Rumah Tangga
masing-masing Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan
Politeknik Negeri Bandung.

BAEr tV...I



BAB IV

Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 1O

{1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM}
dibentuk secara otomatis sebagai Organisasi Kemahasiswaan tingkat
institusi di Politeknik Negeri Bandung.

(2) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dibentuk seiring dengan pembentukan
atatr penambailr'an &rnrsan' barq di Po'liteknik Negeri Barrdtmg sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Unit Kegiatan Mahasiswa dapat dibentuk berdasarkan kesamaan minat,
bakat, penalaran, kreativitas, dan/atau keilmuan mahasiswa.

(4) Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa dilakukan melalui pengajuan usulan
seeaf,& tertulis kepada Wa&il. Di'rektr*r Bielang Kemahasi.swaan.

(5) Usulan pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa pating sedikit memuat:

a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. struktur organisasi;
d. rencana kerja;
e. usulan calon pembina.

(6) Penetapan Unit Kegiatan Mahasiswa berdasarkan Keputusan Direktur
rneleilui Wakil Direktur bidarig Kernahasiswaan.

BAB V

KEANGGOTAAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal l" 1

Keangg:otaan

(1) Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan terdiri atas mahasiswa aktif
Politeknik Negeri Bandung yang terdaftar secara sah.

(2) Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan bersifat sukarela, kecuali pada
Himpunan Mahasiswa Jurusan yang keanggotaannya bersifat otomatis
bagi mahasiswa yang terdaftar pada jurusan yang bersangkutan.

(3) Setiap mahasiswa berhak menjadi anggota Organisasi Kemahasiswaan
sesuai dengan ketentuan organisasi dan peraturan Politeknik Negeri
Bandung.

(4) Pengurus Organisasi Kemahasiswaan harus berstatus mahasiswa aktif
pada semester berjal-an dan tidak sedang menjalanf sanksi akademik atau
kedisiplinan.

Bagian Kedua
Hak Anggota Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 12
Hak Anggota

Setiap anggota Organisasi Kemahasiswaan berhak untuk:

a. mengilruti.,e
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(21

(3)

(41

a. mengikuti kegiatan dan program kerja organisasi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

b. memperoleh pembinaan, perlindungan, dan fasilitas dalam kegiatan
organisasi dari Politeknik Negeri Bandung;

c. menyampaikan pendapat, aspirasi, dan usulan secara bertanggung
jawab sesuai dengan norma dan etika akademik;

d. mengembangkan minat, bakat, potensi, dan kapasitas kepemimpinan
melalui kegiatan organisasi;

e. memperoleh kesempatan yang setara dalam keanggotaan dan
kepengurus€rn organi'sasi;

f. memperoleh pengakuan atas partisipasi dan prestasi dalam kegiatan
Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Ketiga
Kewqiiban Anggota Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 13
Kewajiban Anggota

(1) setiap anggota organisasi Kemahasiswaan berkewajiban untuk:
(2) menaati Peraturan Direktur ini, peraturan Politeknik Negeri Bandung,

serta ketentuan organisasi;
(3) menjaga nama baik, martabat, dan wibawa Politeknik Negeri Bandung;
(4) menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan kehidupan akademik

di lingkungan kampus;
(5) berparti'sipasi aktifd-an bertanggung j'awab dalam kegi'atan organi-sasi;
(6) lenjunjung tinggi nilai karakter inti Mahasiswa Polban, yiatu: Kejujuran,

Kedisiplinan, Kepedulian, dan berpikir Kritis dalam setiap aklivitas
organisasi;

(7) menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan dalam
kegiatan organisasi.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Pembina Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 14

Pembina Organisasi Kemahasiswaan
Setiap Organisasi Kemafiasiswaan memiliki p-embina.

-Pembina Organisasi Kemahasiswaan berasal dari dosen atau tenaga
kependidikan Politeknik Negeri Bandung yang ditetapkan oleh pejab-at
berwenang sesuai dengan tingkat organisasi.
Pembina berperan seb"gai pendamping, pengarah, dan fasilitator dalam
perlt elengg€if €i€ln Orgrinisasi Kerneihasiswe€tri.
Ketentuan teknis mengenai Pembina Organisasi Kemahasiswaan diatur
dalam panduan rganisasi Kemahasiswaan.

Bagtan Kedua
Kepemimpin'an Orgarrisasi Kem'atrasisrraan

Pasal L5
Ketua Organisasi Kemahasiswaan

(1) setiap organisasi Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Ketua.

(21 Ketua Organisasi ...



(2) Ketua Organisasi Kemahasiswaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
organisasi, pelaksanaan program kerja, dan pengelolaan sumber daya
organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketua Organisasi Kemahasiswaan bertindak sebagai penanggung jawab
utarna dalam hubungan organisasi dengan Politeknik Negeri Bandung.

(4) Ketentuan teknis mengenai Ketua Organisasi Kemahasiswaan diatur dalam
panduan Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 16
Pengawasan Organisasi Kemahasiswaan

(L) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan
dilakukan oleh Direktur melalui Wakil Direktur bidang kemahasiswaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
koordinasi Koordinator Layanan Internal melibatkan Pembina Organisasi
Kemahasiswaan dan unit terkait di lingkungan Politeknik Negeri Bandung.

(3) Pengawasan meliputi:
a. kesesuai'an kegratan dengan program kerja yang telah disetujuil
b. kepatuhan terhadap Peraturan Direktur ini dan peraturan Politeknik

Negeri Bandung;
c. penggunaan dana dan fasilitas;
d. pemenuhan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan kegiatan;
e. dampak kegiatan terhadap iklim akad'bmik dan reputasi institusi.

Pasal 17
Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan

(1) Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan dilakukan secara berkala paling sedikit
1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

(2) Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan kegiatan, laporan keuangan, dan
capaian kinerja organisasi.

(3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:
a. pembinaan dan perbaikan kinerja organisasi;
b. pemberian pengakuan dan penghargaan;
c. pengenaan sanksi sesuai ketentuan;
d. penetapan keberlanjutan atau pembubaran Organisasi Kemahasiswaan.

BAB VII
KERANGKA ACUAN KERJA DAN PROGRAM KERJA

O RGANTSAS I KEIII|HASTSWAAN

Bagian Kesatu
Kerangka Acuan Kerja

Pasal 18
Kerangka Acuan Kerja

(U Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan wajib men5rusun Kerangka
Acuan Kerja (KAK) tahunan dan sesuai dengan fungsi organisasi
kemahasiswaan (pasal 6l

(21 Kerangka Acuan Kerja paling sedikit memuat:
a. latar belakang dan tujuan kegiatan;
b. bentuk dan jenis kegiatan;
c. waktu dan tempat pelaksanaan;

d sasaran dan .,.



(21

(3)

d. sasaran dan peserta kegiatan;
e. struktur organisasi pelaksana dan penanggung jawab;
f. rencana anggaran biaya.
g. indikator capaian kegiatan.

(3) Kerangka Acuan Kerja wajib memuat analisis dan rencana pengelolaan aspek
keamanan, keselamatan, dan kesehatan kegiatan.

(4) Ketentuan teknis mengenai format dan tata cara penJrusunan Kerangka
Acuan Kerja diatur dalam Panduan Organisasi Kemahasiswaan.

Bagian Kedua
Program Kerja Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 19
Piogram Kerja

(1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan wajib menJrusun progr€rm kerja
tahunan.
Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara
terencana, terstruktur, dan selaras dengan KAK.
Program kerja memuat sasaran, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan
indikator capaian.

{4) Program kerja Organisasi Kemahasiswaan wajib memperoleh persetujuan
sesuai ketentuan teknis yang diatur dalam panduan Organisasi
Kemahasiswaan.

BAB VUI
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

ORGANI SASI KEMAHASISWAAN

Pasal 20
Sumber P'end'anaan

(1) Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan bersumber dari anggaran Politeknik
Negeri Bandung sesuai ketentuan yang berlaku dan sumber lain yang diatur
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing
Organisasi Kematrasiswaan.

(21 Organisasi Kemahasiswaan dilarang menerima pendanaan y€rng bersumber
dari partai politik atau pihak lain yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2 1
Pengelolaan Keuangan

(1) Pengelolaan keuangan Organisasi Kemahasiswaan dilaksanakan secara
transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

(2) Setiap Organisasi Kemahasiswaan wajib menunjuk bendahara yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi.

(Q Sefiap penerirnaari dan pengeluarzin keuangari waji.b didulnrngdengirri biultti
yang sah.

Pasal 22
Pertanggungiawaban Keuangan

(1) trertanggtmgiawab'an keu'arrgarr Orgarlisasi Kem'atrasiswaarl dis'arnpaikarr'
dalam bentuk laporan keuangan dan Surat Pertanggungiawaban sesuai
ketentuan yang berlaku.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan kegiatan dan evaluasi Organisasi
I(emahasiswaffir.

BAB IX I'I!



BAB IX
LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI

Pasal 23
Larangan bagi Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

d.
e.

a.
b.
c.

melaksanakan kegiatan tanpa persetujuan pejabat berwenang;
berafiliasi dengan partai politik atau organisasi terlarang;
melalarkan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan peraturan
perundang-undangan;
menyalahgunakan narna, atribut, dan fasilitas Politeknik Negeri Bandung;
melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban, keamanall,
keselamatan, dan ketenteraman lingkunga,n kampus.

Pasal24
Klasifrkasi Pelan ggaran

pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Direktur ini diklasifikasikan
menjadi:

a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang;
c. pelanggaran berat.

penetapan klasifikasi pelanggaran ditetapkan oleh Wakil Direktur bidang

Kemahasiswaafl berdasarkan masukan dari be.rtagai pihak se.suai ke.fentu.an

Yang berlaku' 
Pasal 25

Jenis Sanksi
(1) Sanksi terhadap pelanggarag Organisasi Kemahasiswaan dapat berupa:

a. tegurarr lis'art
b. teguran tertulis;
c. pembatasan kegiatan;
d. pembekuan sementara kegiatary
e. pencabutan status Organisasi Kemahasiswaan'

(2) Penjatuhan sanksi ditetapkan oleh Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan

berdasarka' masukan dari berbagai pihak sesuai ketentuan yang berlaku'

Pasal 26

Mekanisrne PenetaPan Sanksi

(1) Penetapan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi'

(2) Sebelum penjatuhan sanksi, organisasi Kemahasiswaan diberikan

kesempatan,tttt tk meny€unpaikan klarifikasi'

(3) I(eputusaft sanksi ditetapkan' oleh Direktur atar* wakil Direktur bidang

Kemahasiswaan.

BAB X
PENONAKTIFAN DAN PEMBUBARAN

ORGANI$ASI KEMAFTASISWAAN

Pasal 27
Ketentuan Umum

(1) Organisasi .,-



(f) Organisasi Kemahasiswaan dapat dikenai penonaktifan sementara atau
pembubaran berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi.

(2) Penonaktifan atau pembubaran ditetapkan oleh Direktur atau Wakil
Direktur bidang Kemahasiswaan.

Pasal 28
Alasan Penonaktifan atau Pembubaran

Organisasi K-emahasiswaale dapat dikenai penonaktifan atarr pern.br"r.barar-r
apabila:

a. melakukan pelanggara.n terhadap Peraturan Direktur ini danlatau
panduan organisasi mahasiswa;

b. pengurus dan/atau pembina mengajukan permohonan pembubaran
secara tertulis;.

c. terdapat rekomendasi tertulis dari Koordinator Layanan Internal;
d. kepengurusan tidak berjalan dengan jelas;
e. jumlah keanggotaan tidak memenuhi persyaratan minimal;
f. program kerja tidak realistis, tidak tepat sasaran, atau tidak sesuai

bidang peminatan;
g. tidak memberikan nilai tambah bagi anggota atau institusi;
h. secara berkelanjutan tidak menunjukl<an kegiatan sesuai

peminatannya.

Pasal 29
Penonaktifan

(1) Penonaktifan dilakukan sebagai langkah pembinaan lanjutan sebelum
pembubaran.

(2) Selama masa penonaktifan, Organisasi Kemahasiswaan tidak
diperkenankan melaksanakan kegiatan dan tidak mendapatkan pend€rnaa.n.

(3) Jangka waktu penonaktifan ditetapkan oleh Direktur atau Wakil Direktur
bidang Kemahasiswaan.

Pasal 30
Pembubaran dan Ketentuan Pasca Pembubaran

(L) Pembubaran dilakukan apabila penonaktifan tidak menghasilkan perbaikan
atau terjadi pelanggaran berat.

(2) Dengan pembubaran, seluruh hak dan kegiatan org€ulisasi dinyatakan
berakhir.

(3J Aset dan dokumen organisasi diserahkan kepada W'akil Direktur Bidang
Kemahasiswaan.

BAB XI
ADMINISTRASI DAN PELAPORAN
ORGANISA SI KEMAFIA S IS\ITAAN

Pasal 31
Administrasi Organisasi

(1) Setiap Organisasi Kemahasiswaan wajib menyelen administrasi
organisasi secara tertib dan berkelanjutan.

(2) Administrasi meliputi dokumen kepengurusan, keanggotaan, program kerja,
kegiatan, dan keuangan.

Pasal 32
Pe{aporan



(1)

{21

(u

(21

Organisasi Kemahasiswaan wajib menya.mpaikan laporan kegiatan dan
laporan pertanggungiawaban kepengurusan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menjadi dasar pengawasan
dan evaluasi.

BAB XII
PENGHARGAAN

ORGANI SASI KEMAHASISWAAN

Phsal 33
Penghargaan Organisasi

(f) Politeknik Negeri Bandung dapat memberikan penghargaan kepada
Organisasi Kemahasiswaan yang menunjukkan prestasi, dedikasi, dan
kontribusi luar biasa;

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam
bentuk:
a. sertifrkat penghargaan bagi organisasi dan/atau anggota;
b. insentif khusus atau beasiswa prestasi sesuai ketentuan yang berlaku;
c. pengakuan publik dan publikasi melalui media resmi Politeknik Negeri

Bandung;
d. rekomendasi atau kesempatan untuk mengikuti kegiatan, lomba, dan

kompetisi tingkat nasional dan/atau internasional.

(3) Pemberian penghargaan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja
organisasi, kepatuhan administrasi, dan kontribusi terhadap pengembangan
mahasiswa dan institusi.

(3)

BAB XIII

PENUTUP
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Direktur ini, seluruh ketentuan dan/ata'u
peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai Organisasi Kemahasiswaan
di lingkungan Politeknik Negeri Bandung dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur
ini;
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur ini dan/atau yang
memerlukan pengaturan lebih lanjut secara tekni's diatur dalam Panduan
Organisasi Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur atau Wakil
Direktur bidang Kemahasiswaan'
Panduan Organisasi Kemahasisoiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur ini
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal ,2 Jarnrart m26
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, S-

erq
MARWANSYAH
NIP L9640504 199003 100

(4)


